BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 26

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan
tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan pembangunan daerah tahun 2016
sesuai dengan visi, misi, dan program

Bupati Banjarnegara dan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 8
Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2016, maka
dipandang perlu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah
Kabupaten Banjarnegara tahun 2017;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4664);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor S Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2008 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);



14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2015;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2009 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri
E);



Menetapkan

18.

19.

20.

Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010
tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 6 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten  Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 145);
Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 3 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 149);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2017.



Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 berfungsi untuk:

a. pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 yang
didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

b. pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
tahun 2017; dan

c. pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2017
bagi seluruh pelaku pembangunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 3
Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB 1I : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
2015 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB 1II : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH



BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
BAB VI : PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-5-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 31-5-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap Ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 26

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si

Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003






